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ABSTRACT

Before Regulation of the Minister of Transportation Number 60/2014 concerning
Implementation and Operation Loading and Unloading Goods from and to Ships, port manager
can also provide stevedoring services at the port without having a business license. Which is
considered unfair competition makes businessman less competitive stevedoring services, because
of the dominant position on the management port. With the Regulation of Minister of
Transportation of Republic of Indonesia Number 60/2014, are expected to create fair
competition in business services at the port of loading and unloading. Provision of stevedoring
company that is in the Regulation of the Minister of Transportation Number 60/2014, will clarify
the form of a company that will do the loading and unloading activities at the port. Unfair
competition will have a positive impact for loading and unloading business services, because it
could be a motivation to improve the productivity and quality of the business itself.
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PENDAHULUAN mobil. Hal ini dikarenakan faktor geografis

] ] Indonesia yang sebagian besar wilayah
Pengangkutan barang di Indonesia ) o ) _
) ) Indonesia terdiri dari perairan. Dengan
melalui  perairan menggunakan kapal, o _ _
) kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan,
merupakan cara yang efektif dalam ) _
S . ] ] perdagangan antar pulau-pulau di Indonesia
pendistribusian barang jika dibandingkan
o maupun  pengangkutan barang keluar
dengan moda transportasi lainnya dengan o )
. Indonesia dilakukan melalui laut dengan
menggunakan pesawat udara, kereta api o
) menggunakan kapal. Selain itu juga, bahwa
maupun kendaraan bermotor seperti truk dan ) _
kapal sebagai alat transportasi  laut
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mempunyai daya tampung barang dengan
berat tonase yang besar serta ruang muat
jumlah barang yang banyak. Sesuai data
badan Pusat Statistik dalam laporan bulan
September 2013, jumlah barang yang
diangkut pelayaran dalam negeri pada bulan
Juli 2013 mencapi 18,7 juta ton atau naik
9,17 persen dibandingkan bulan sebelumnya
dan naik 4,93 persen dibandingkan bulan

yang sama tahun 2012%’

Dalam sistem transportasi laut,
pelabuhan mempunyai fungsi pokok sebagai
tempat untuk melayani kegiatan angkutan
laut, alih muat angkutan laut serta sebagai
tempat asal dan tujuan penumpang dan
barang. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (selanjutnya disebut Undang-
Undang Pelayaran), Pelabuhan adalah
tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai
tempat kapal bersandar, naik turun
penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal
yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan dan keamanan pelayaran dan

2’'Badan Pusat Statistik, Data Sosial Ekonomi,
Laporan Bulanan Edisi 40- September, 2013, him.
94,

kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai
tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi. Pelabuhan memiliki peran
signifikan dalam kegiatan ekonomi karena
merupakan fasilitas penting (essential
facilities) dalam rangka peralihan moda
transportasi guna menunjang kegiatan
industri dan perdagangan. Untuk kelancaran
kegiatan angkutan di perairan dapat
diselenggarakan usaha jasa terkait dengan
angkutan di perairan. Usaha jasa terkait
menurut Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
adalah sebagai berikut :

1. bongkar muat barang;

2. jasa pengurusan transportasi;

3. angkutan perairan pelabuhan;

4. penyewaan peralatan angkutan laut
atau peralatan jasa terkait dengan
angkutan laut;

5. tally mandiri;

6. depo peti kemas;

7. pengelolaan kapal (ship
management);

8. perantara jual beli dan/atau sewa
kapal (ship broker);

9. keagenan Awak Kapal (ship
manning agency);

10. keagenan kapal;

11. perawatan dan perbaikan kapal (ship

repairing and maintenance).
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Salah satu usaha jasa terkait dengan
angkutan di perairan adalah usaha bongkar
muat barang. Usaha bongkar muat barang
adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam
bidang bongkar muat barang dari dan ke
kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan
stevedoring, cargodoring,
receiving/delivery.?

Menurut Pasal 32 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, usaha jasa terkait dengan
angkutan di perairan dilakukan oleh badan
usaha yang didirikan khusus untuk itu.
Selain badan usaha yang didirikan khusus
untuk itu, kegiatan bongkar muat dapat
dilakukan oleh perusahaan angkutan laut
nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat
barang tertentu® untuk kapal yang
dioperasikannya. Selain badan usaha yang
didirikan  khusus untuk itu, Kkegiatan
angkutan

perairan  pelabuhan  dapat

dilakukan oleh perusahaan angkutan laut

%pasal 1 angka 6, Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat
Barang Dari Dan Ke Kapal.

®Barang Tertentu adalah barang milik penumpang,
barang curah cair yang dibongkar atau dimuat
melalui pipa,barang curah kering yang dibongkar
atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya, barang
yang diangkut melalui kapal Ro-Ro, dan semua jenis
barang di pelabuhan yang tidak terdapat perusahaan
bongkar muat. Sementara itu, untuk bongkar muat
barang selain yang disebutkan di atas harus dilakukan
oleh perusahaan bongkar muat. (Penjelasan Pasal 32
ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran.

nasional. Dengan adanya ketentuan tersebut
dalam Undang-Undang Pelayaran,
menyebabkan pengelola pelabuhan  juga
memberikan layanan bongkar muat di
pelabuhan tanpa memiliki ijin usaha
bongkar muat. Iklim yang dianggap tidak
sehat ini membuat pelaku jasa bongkar muat
kalah bersaing, hal ini disebabkan karena
pengelola pelabuhan juga memberikan
layanan bongkar muat di pelabuhan tanpa
memiliki ijin usaha bongkar muat. Pada
Tahun 2014, Menteri Perhubungan Republik
Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri
Nomor 60 Tahun 2014  tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar
Muat Barang dari dan ke Kapal (selanjutnya
disebut Permenhub PM No. 60 Tahun 2014).
Permenhub PM No. 60 Tahun 2014 tersebut,
memperjelas bentuk perusahaan yang
melakukan kegiatan bongkar muat di
pelabuhan. Oleh karena itu, Permenhub PM
No. 60 Tahun 2014, diharapkan mampu
menciptakan persaingan usaha yang sehat
dalam usaha jasa bongkar muat di

pelabuhan.

PEMBAHASAN

Kegiatan usaha bongkar muat adalah

kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang

75

UPN " VETERAN' JAKARTA



bongkar muat barang dari dan ke kapal di

pelabuhan yang meliputi kegiatan :

a. Stevedoring®
Stevedoring adalah pekerjaan
membongkar barang dari kapal ke
dermaga/tongkang/truk  atau  memuat
barang dari dermaga/tongkang/truk ke
dalam kapal sampai dengan tersusun
dalam palka kapal dengan menggunakan
derek kapal atau derek darat.

b. Cargodoring®
Cargodoring adalah pekerjaan

melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex

tackle) di dermaga dan mengangkut dari
dermaga ke gudang/lapangan
penumpukan barang atau sebaliknya.

c. Receiving/delivery*®
Receiving/delivery  adalah  pekerjaan

memindahkan barang dari

timbunan/tempat penumpukan di

gudang/lapangan  penumpukan  dan

menyerahkan sampai tersusun di atas

®pasal 1 angka 8, Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat
Barang Dari Dan Ke Kapal.

*'pasal 1 angka 9, Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat
Barang Dari Dan Ke Kapal

*’pasal 1 angka 10, Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat
Barang Dari Dan Ke Kapal

kendaraan di pintu gudang/lapangan

penumpukan atau sebaliknya.

Kegiatan bongkar muat barang tersebut
dilakukan oleh badan usaha yang didirikan
khusus untuk bongkar muat barang di
pelabuhan dan wajib memiliki badan usaha.
Menurut Pasal 1 angka 11 Permenhub PM
No. 60 Tahun 2014, Perusahaan Bongkar
Muat (PBM) adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan bongkar muat barang
dari dan ke kapal di pelabuhan. Ketetuan
tentang Perusahaan Bongkar Muat akan
memperjelas bentuk perusahaan yang akan
melakukan kegiatan bongkar muat di
pelabuhan. Dengan adanya Peraturan
Menteri  tersebut, pelaku usaha yang
melakukan atau mengerjakan kegiatan
bongkar muat di pelabuhan  wajib
mendirikan badan usaha yang bergerak
dalam kegiatan bongkar muat. Pengelola
pelabuhan misalnya, jika ingin melakukan
kegiatan bongkar muat di dalam pelabuhan
yang dikelolanya maka wajib mendirikan
badan usaha bongkar muat terlebih dahulu,
tidak serta merta selaku pengelola pelabuhan
bisa melakukan kegiatan bongkar muat

tanpa badan hukum dan izin usaha.

Izin usaha bongkar muat diberikan
oleh Gubernur, setelah memenubhi

persyaratan  administrasi  dan  teknis.
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Persyaratan izin bongkar muat barang, Penyelenggara Pelabuhan
menurut Pasal 6 Permenhub PM No. 60 setempat terhadap keseimbangan
Tahun 2014 adalah : penyediaan dan  permintaan

N o ] kegiatan usaha bongkar muat.
1. Wajib memiliki izin usaha jasa ) )
5. Modal usaha ditetapkan sebagai
bongkar muat barang. _
] o berikut :
2. lzin usaha bongkar muat diberikan )
) a. Bagi perusahaan yang akan
oleh Gubernur pada lokasi pelabuhan ) )
_ melakukan kegiatan di pelabuhan
tempat kegiatan.
utama sebesar Rp.

4.000.000.000,- (Empat Miliar
Rupiah) dengan modal yang

3. lzin usaha diberikan  setelah
memenuhi persyaratan :
a. Administrasi ; dan
b. Teknis

4. Persyaratan administrasi meliputi :

disetor sekurang-kurangnya Rp.
1.000.000.000,- (Satu  Miliar
Rupiah).

a. Memiliki akta pendirian )
b. Bagi perusahaan yang akan

perusahaan ; ] ]
o 3 melakukan kegiatan di pelabuhan
b. Memiliki nomor pokok wajib
pengumpul sebesar Rp.
2.000.000.000,- (Dua Miliar

Rupiah) dengan modal yang

pajak (NPWP) perusahaan ;
c. Memiliki modal usaha

d. Memiliki penanggung jawab i
disetor sekurang-kurangnya Rp.

500.000.000,- (Lima Ratus Juta
Rupiah).

c. Bagi perusahaan yang akan

e. Menempati tempat usaha, baik
berupa milik sendiri maupun
sewa berdasarkan surat
keterangan domisili perusahaan ) )
. ) melakukan kegiatan di pelabuhan
dari instansi yang berwenang ;
pengumpan sebesar Rp.
1.000.000.000,- (Satu  Miliar

Rupiah) dengan modal yang

f. Memiliki tenaga ahli dengan
kualifikasi ahlia naulitika atau

ahli ketatalaksanaan pelayaran )
disetor sekurang-kurangnya Rp.

250.000.000,- (Dua Ratus Lima
Puluh Juta Rupiah).

niaga ; dan
g. Memiliki surat
rekomendasi/pendapat  tertulis

dari Otoritas Pelabuhan atau Unit
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6. Tenaga ahli dengan kualifikasi ahli
nautika atau ahli ketatalaksanaan
pelayaran niaga, ditetapkan sebagai
berikut :

a. Bagi perusahaan yang akan
melakukan kegiatan di pelabuhan
utama, sekurang-kurangnya 1
(satu) orang dengan Kualifikasi
Ahli Nautika Tingkat 11 atau Ahli
Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga
berijazah Diploma IlIl dengan
pengalaman  kerja  sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun.

b. Bagi perusahaan perusahaan
yang akan melakukan kegiatan di
pelabuhan pengumpul, sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang dengan
Kualifikasi Ahli Nautika Tingkat
Il atau Ahli Ketatalaksanaan
Pelayaran Niaga  berijazah
Diploma Il dengan pengalaman
kerja  sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun.

c. Bagi perusahaan perusahaan
yang akan melakukan kegiatan di
pelabuhan pengumpan, sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang dengan
Kualifikasi Ahli Nautika Tingkat
IV atau Ahli Ketatalaksanaan
Pelayaran Niaga  berijazah

Diploma Ill dengan pengalaman

kerja  sekurang-kurangnya 1

(satu) tahun.

Permenhub PM No.60 Tahun 2014
diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas kerja pelaku usaha bongkar
muat. Selama ini, banyak pelaku usaha
bongkar muat yang mengeluh karena
pengelola pelabuhan juga memberikan
layanan bongkar muat di pelabuhan, tanpa
izin usaha bongkar muat. Jika hal ini terus
berlanjut, maka akan terjadi posisi dominan
yang dilakukan oleh pengelola pelabuhan
yang pelaksanaannya di Indonesia dilakukan
oleh PT. Pelabuhan Indonesia (PT. Pelindo).
Posisi dominan adalah keadaan di mana
pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang
berarti di pasar yang bersangkutan dalam
kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai,
atau pelaku wusaha mempunyai posisi
tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang
bersangkutan ~ dalam  kaitan  dengan
kemampuan keuangan, kemampuan akses
pada pasokan atau penjualan, serta
kemampuan untuk menyesuaikan pasokan
atas permintaan barang atau jasa tertentu.*®
Adanya posisi dominan oleh PT. Pelindo
dalam usaha bongkar muat barang di

pelabuhan  menyebabkan pelaku usaha

*Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan
Usaha di Indonesia, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2008, him. 44.
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lainnya kalah bersaing, sehingga
menyebabkan persaingan usaha yang tidak
sehat. Persaingan usaha tidak sehat menurut
Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau
melawan  hukum  atau  menghambat
persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 memberikan tiga indikator
untuk menyatakan terjadinya persaingan

usaha tidak sehat, yaitu®* :

1. Persaingan usaha vyang tidak
dilakukan secara jujur.

2. Persaingan usaha yang tidak
dilakukan dengan cara melawan
hukum.

3. Persaingan usaha yang dilakukan
dengan cara menghambat terjadinya

persaingan di antara pelaku usaha.

Jika dilihat dari ketiga indikator tersebut,
maka apabila terjadi posisi dominan pada
PT. Pelindo, indikator terjadinya persaingan
usaha tidak sehat, ada pada inidikator ketiga,

yaitu persaingan usaha yang dilakukan

%Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha
(Teori dan Praktiknya di Indonesia), PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him. 10.

dengan cara menghambat terjadinya
persaingan di antara pelaku usaha.
Persaingan usaha yang tidak dilakukan
dengan cara menghambat terjadinya

persaingan di antara pelaku usaha

Dengan adanya Permenhub PM
No0.60 Tahun 2014 ini, diharapkan pihak
Otoritas Pelabuhan (OP) maupun Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
(KSOP) melakukan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian pada kegiatan badan usaha
bongkar muat agar penerapan regulasi teknis
ini bisa berjalan dengan baik dan terciptanya
persaingan usaha yang sehat antar pelaku
usaha bongkar muat. Persaingan usaha yang
sehat memberikan dampak positif bagi para
pelaku ekonomi atau para pelaku usaha
karena bisa menjadi motivasi untuk
meningkatkan produktivitas dan kualitas
usaha itu sendiri. Akan tetapi persaingan
usaha yang tidak sehat tentu memberikan
dampak negatif tidak hanya bagi pelaku
usaha, juga bagi konsumen bahkan bisa

memberikan ~ pengaruh  negatif  bagi

perekonomian nasional.*

PENUTUP

*Murhaini Suriansyah, Hukum Persaingan Usaha
perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, CV. Aswaja
Pressindo, Yogyakarta, 2013, him. 21.
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Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar
Muat Barang Dari Dan Ke Kapal,
diharapkan dapat menciptakan persaingan
usaha yang sehat dalam usaha jasa bongkar
muat di pelabuhan. Ketetuan tentang
Perusahaan Bongkar Muat yang ada di
dalam Permenhub PM No. 60 Tahun 2014,
akan memperjelas bentuk perusahaan yang
akan melakukan kegiatan bongkar muat di
pelabuhan. Melalui  Peraturan Menteri
tersebut, pelaku usaha yang melakukan atau
mengerjakan kegiatan bongkar muat di
pelabuhan wajib mendirikan badan usaha
yang bergerak dalam kegiatan bongkar

muat.
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